
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.839, 2022 LPS. Pencatatan Transaksi. Pelaporan Keuangan 

Bank Likuidasi. Perubahan. (Penjelasan dalam 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 2) 

 
 

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 

NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER 

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

likuidasi bank dan menyempurnakan proses pencatatan 

transaksi dan penyusunan laporan keuangan bank 

dalam likuidasi sejak tanggal pencabutan izin usaha 

bank sampai dengan selesainya proses likuidasi bank, 

perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Lembaga 

Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank 

dalam Likuidasi;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas 

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan 

Keuangan Bank dalam Likuidasi; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4963); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5872); 

3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan 

Keuangan Bank dalam Likuidasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1192, Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 27); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN 

SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN 

TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM 

LIKUIDASI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin 

Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan 

Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1192, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27) 

diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun 

oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan 

Bank yang telah diaudit. 

(2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Aset 

Neto Pada Awal Periode kepada LPS paling lama 60 

(enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi 

menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit. 

(3) Penunjukan kantor akuntan publik oleh Tim 

Likuidasi untuk audit Laporan Aset Neto Pada Awal 

Periode dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 

LPS. 

(4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 

(sepuluh) hari kalender setelah penyerahan Laporan 

Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS. 

(5) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh 

kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman pencatatan 

transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam 

Likuidasi tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Lembaga ini. 

(6) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh 

kantor akuntan publik paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari kalender setelah penunjukan kantor 

akuntan publik. 

(7) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik menjadi 

beban Bank Dalam Likuidasi. 

(8) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Aset Neto 

Pada Awal Periode yang telah diaudit oleh kantor 

akuntan publik kepada LPS. 
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(9) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Aset 

Neto Pada Awal Periode paling lama 10 (sepuluh) 

hari kalender setelah LPS menerima Laporan Aset 

Neto Pada Awal Periode yang telah diaudit. 

(10) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Aset 

Neto Pada Awal Periode yang telah disetujui LPS 

pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai 

peredaran luas, paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kalender setelah tanggal Laporan Aset Neto Pada 

Awal Periode disetujui LPS. 

 

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

b disusun setiap tahun selama proses Likuidasi 

Bank berlangsung. 

(2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan 

Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 

pelaporan. 

(3) Penunjukan kantor akuntan publik oleh Tim 

Likuidasi untuk audit Laporan Perubahan Aset Neto 

Selama Periode dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan LPS. 

(4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja setelah penyerahan Laporan 

Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS. 

(5) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode 

oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman 

pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank 

Dalam Likuidasi tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 



2022, No.839 
-5- 

Lembaga ini. 

(6) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender 

setelah tanggal penunjukan kantor akuntan publik. 

(7) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik menjadi 

beban Bank Dalam Likuidasi. 

(8) LPS memberikan persetujuan atas Laporan 

Perubahan Aset Neto Selama Periode paling lama 10 

(sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima 

Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang 

telah diaudit. 

(9) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan 

Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah 

diaudit oleh kantor akuntan publik pada 1 (satu) 

surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 

Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode 

disetujui LPS. 

 

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6A 

(1) Dalam hal jatuh tempo penyampaian setiap laporan 

keuangan tersebut berdekatan, penunjukan kantor 

akuntan publik oleh Tim Likuidasi dapat mencakup 

audit lebih dari satu laporan keuangan. 

(2) Tata cara penunjukan kantor akuntan publik oleh 

Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan 

oleh LPS. 

(3) Tim Likuidasi dapat menunjuk kantor akuntan 

publik yang sama dengan kantor akuntan publik 

yang ditunjuk LPS sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 6 ayat (2) untuk melakukan audit Laporan 

Aset Neto Pada Awal Periode dan/atau Laporan 

Perubahan Aset Neto Selama Periode yang jatuh 

temponya berdekatan dengan Laporan Aset Neto 

Pada Akhir Periode. 

 

Pasal 6B 

(1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank dengan 

jumlah aset dan kriteria tertentu sebagaimana 

diatur dalam Peraturan LPS mengenai likuidasi 

bank maka:  

a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf a; dan  

b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b, 

yang disusun oleh Tim Likuidasi tidak harus diaudit 

oleh kantor akuntan publik. 

(2) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dan Laporan 

Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah 

disusun oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada LPS paling lama: 

a. 5 (lima) hari kerja setelah pengangkatan Tim 

Likuidasi, untuk penyampaian Laporan Aset 

Neto Pada Awal Periode; dan 

b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaporan, 

untuk penyampaian Laporan Perubahan Aset 

Neto Selama Periode, 

guna mendapatkan persetujuan dari LPS. 

(3) Tim Likuidasi mengumumkan: 

a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode paling 

lama 10 (sepuluh) hari kalender; dan  

b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja, 

setelah disetujui oleh LPS pada 1 (satu) surat kabar 

harian yang mempunyai peredaran luas. 
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(4) Penyusunan, penyampaian, dan pengumuman 

Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dan Laporan 

Perubahan Aset Neto Selama Periode untuk 

pelaksanaan Likuidasi Bank dengan jumlah aset 

dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh LPS. 

 

4. Lampiran Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 

4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan 

Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi diubah, 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Lembaga ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 September 2022  

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, 

 

ttd 

 

PURBAYA YUDHI SADEWA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 September 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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